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TUGAS DAN FUNGSI ORGANISAST DAN TATA KERJA DINAS
PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA PROVINSI GORONTALO
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GUBERNUR GORONTALO,

bahwa untuk melaksanakan etantuan Pasal-119 Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2007 tentany Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-Dinas Provinsi Gorontalo, maka untuk melaksanakannya
perlu adannya aturan. pelaksanaan;

bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Bagian-bagian, Sub
Bagian, Sub Dinas dan Seksi pada Dinas Perhubungan dan
Pariwisata Provinsi Gorontalo yang telah dibentuk, perlu ditetapkan
dengan Peraturan‘Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dandhurufb, perlu menatapkan Peraturan Gubernur tentang
Tugas dan Fungsi Crganisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan
dan Pariwisata Provinsi Gorortalo;

Undang=ndang Nomor & Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Necara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lenibaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sehacaimana telah divbah dengan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 16Y, Tambahan !ombaran Negara Republik Indonesia
Nomor =2

Undana-Un g 500 anun 1950 tentang Kepariwisataan
(Lemb: Loouh e Indonn o Tahun 1990 Nomor 78,
Tamb: _ g2 Repunit Indonesia Nomor 3427);

%



Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan (Lerabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoresia
Nomor 3480);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
(Lembaran Negarn Re~ ' .adonesia  Tahun 1992 Nomor 53,
Tambahan Lemb.i 2n Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Rebublfk Indonesia Tahun 1999 Nomor- 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
Undang-Undang Nomor 38 Tahur 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran " Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

Undang-Undang Ncmor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2003 Nomor 47,
 Tambahan Lembaran Negara Republik \ndonesia Nomor 4286);

| Undang-Undang® Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pelayaran
(Lembaran-Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
Undang-Undang ~Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Nejara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang ~ Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan  (Lembarar  Negara Republik
Indonesia.. Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Ncrmor 4389);

WUndang-Undang Momor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencarnaan Pembanounan Nacional (Lembaran Negara Republik

;:‘Un

Indonecia TTuhun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia omor < *21);

Indang-Lr. e Tahin 2004 tentang Pemerintahan
Daetah (Lerabarzn i.2gs cepublc Indonesia Tahun 2004
Nomor .22, Tuiooion Lomsaren legara Republik Indonesia
Nomor <37, sebugoin.ana taizh diubah dengan Undang-Undang
Nomor & Taoun ZCOOS tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

: A


































































(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur berdaserkan peraturan perundang-undangan.

Pacal 51
(1) Kelompok jabatan fungsicnal mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional dip'mpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk.
(3) Kelompok Jabatan Furgsional mempunyai tugas.sesuai dengan

peraturan perundang-urdangan.

BAB 1V
KETENTUAN PENUTUP

Pasai 52

Peraturan ini mulai berlakt ©ada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orarc  mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan  di Gorontalo
pada tanggal 5 Maret 2008

GUBERNUR GORONTALO,

ttd
NIP. 19700115 199803 1 011

FADEL MUHAMMAD
Diundangkan di Gorontalo
péda tanggal 5 Maret 2008
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALC,

ttd

Drs. H. IDRISRAHIM, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 560 004 832
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